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ABSTRAK 

 

 

Yulia Rahmi (2009/97270) : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 

Pemerintahan Nagari (Studi di Kenagarian 

Padang Laweh Malalo) 

 

Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan 

oleh pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk 

melayani masyarakat nagari, baik dalam hal pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

nagari itu sendiri. Latar belakang Penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu 

karena tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari Padang Laweh Malalo 

kurang efektif pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan nagari dilihat dari 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari tersebut, kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari, dan 

upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan 

nagari di Kenagarian Padang Laweh Malalo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan tekhnik Purposive 

Sampling. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui 

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan 

dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh selama 

penelitian. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi pemerintahan nagari Padang Laweh belum terlaksana dengan baik. Semua 

itu disebabkan oleh (1) Kurang profesionalnya perangkat nagari dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikarenakan sumber daya manusia yang 

terbatas. (2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung jalannya pemerintahan 

nagari serta Ketersediaan dana yang masih jauh dari cukup untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari Padang Laweh Malalo. Adapun 

upaya yang dilakukan oleh pemerintahan nagari Padang Laweh Malalo dalam 

mengatasi kendala yang ada adalah dengan melakukan pembinaan terhadap 

aparatur nagari untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian 

dalam mengelola sumber keuangan nagari dengan baik, serta bekerja sama dengan 

tokoh masyarakat untuk memajukan nagari lebih baik kedepannya, dalam hal 

sarana dan prasarana pendukung itu dilakukan dengan berusaha mengajukan 

proposal ke pihak Kabupaten untuk pengadaan kantor Badan Permusyawaratan 

Rakyat Nagari.jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pemerintahan nagari Padang Laweh Malalo belum terlaksana dengan baik. Untuk 

disarankan agar dilakukannya pembinaan yang maksimal dan terarah dalam 

meningkatkan keprofesionalan, keterampilan dan kemampuan perangkat nagari 

untuk menggali sumber daya yang tersedia di Nagari  

 

i 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang   

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah 

Daerah menjadi momentum di dalam pengaturan pemerintahan terendah di 

seluruh Indonesia yang lebih menekankan kepada keanekaragaman masing-

masing Daerah. Disebutkan pada pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa Desa atau yang 

disebut dengan nama lain seperti Nagari di Sumatera Barat adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa di Sumatera Barat terdiri dari pemerintah Nagari dan Badan 

Permusyawaratan Desa atau Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang 

akan menyelenggarakan pemerintahan Nagari yang terdiri dari  Wali Nagari 

dan Sekretaris Nagari serta Perangkat Nagari lainnya sebagai pelaksana 

pemerintah Nagari itu sendiri. 

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 206, Desa atau 

dengan nama lainnya, dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa 

kewenangan yang diberikan kepada Desa dalam urusan pemerintahan, yang 

menjadi kewenangan Desa itu adalah : 
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1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa. 

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang 

diserahkan pengaturannya kepada Desa. 

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau 

pemerintah Kabupaten/Kota. 

4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan 

diserahkan kepada Nagari. 

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 

tahun 2004 pemerintah Daerah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan 

Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari. 

Yang mana dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat ini masing-masing 

Daerah yang ada di Sumatera Barat diberikan pedoman dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah, 

dalam hal ini adalah Kabupaten Tanah Datar yang ditanggapi dengan 

dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 

2008 tentang Nagari, sebagai suatu pedoman dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan Nagari, setelah diberlakukannya kedua 

peraturan Daerah tersebut, maka pemerintahan desa dan kelurahan yang ada 

dikembalikan ke pemerintahan Nagari. 

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat memberikan 

batasan bahwa Nagari adalah: 

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-

batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat 

Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan 

atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah 

Provinsi Sumatera Barat. 
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Kemudian pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

yang dikatakan sebagai pemerintahan Nagari adalah : 

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dan Badan 

Permusyawaratan Rakyat Nagari berdasarkan asal usul Nagari di 

wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam system Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar 

Nomor 4 tahun 2008 pasal 5 bahwa pemerintahan Nagari itu terdiri dari : 

1. Wali Nagari selaku pimpinan pemerintah Nagari dan jajarannya. 

2. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari ( BPRN ) yang merupakan 

lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Nagari. 

3. Jorong adalah bagian wilayah kerja Nagari dalam pelaksanaan 

pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong. 

Yang mana para Perangkat Nagari tersebutlah yang akan 

melaksanakan pemerintahan Nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

(TUPOKSI) yang telah ditetapkan oleh peraturan diatas, baik dari segi 

mengelola potensi yang memang sudah ada di Nagari tersebut, membina 

kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam mewujudkan Nagari yang 

semakin baik kedepannya, yang ditujukan untuk membangun Nagari serta 

meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan  masyarakat Nagari dan tidak 

terlepas dari apa yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang telah 

dijabarkan diatas mengenai pemerintahan Nagari. 
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Namun pada kenyataannya melihati kondisi pemerintah Nagari saat 

ini,  apakah memang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan 

Nagari tersebut terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, 

khususnya di KeNagarian Padang Laweh Malalo, Peneliti memilih lokasi 

penelitian ini dikarenakan di keNagarian Padang Laweh Malalo ini 

merupakan Nagari yang kaya akan sumber daya alam seperti adanya galian 

pasir, kawasan konservasi ikan Danau Singkarak  tetapi masyarakatnya masih 

banyak yang kemampuan ekonominya lemah, pembangunan Nagari tidak 

ada, serta kurangnya pemberdayaan masyarakat Nagari, berarti dapat 

dikatakan bahwa pemerintahan Nagari tidak dapat memanfaatkan dengan 

baik kekayaan yang ada di wilayah KeNagarian Padang Laweh Malalo, 

pemerintahan Nagari Padang Laweh Malalo belum menerapkan 

penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

pemerintahan Nagari itu sendiri. 

Sebagai data pendukung adanya pengamatan Penulis dalam 

wawancara yang dilakukan  penulis pada tanggal 15 juni 2013 dengan Barul 

selaku sekretaris Nagari bahwa ia mengatakan “ Pemerintahan Nagari belum 

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik , 

para kepala urusan yang tidak dapat melakukan pemberdayaan berupa 

penyuluhan-penyuluhan yang efektif kepada masyarakat, tidak berjalannya 

organisasi-organisasi seperti Karang Taruna dan PKK dengan baik, ketua dan 

anggota BPRN yang mempunyai jabatan ganda, ada yang sebagai guru, 

petani dan kantor BPRN yang tidak ada  serta tidak adanya kontrol yang tepat 
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terhadap Badan Usaha Nagari, perbaikan jalan akibat longsor yang belum 

memadai, tidak pekanya pemerintah Nagari terhadap potensi yang dimiliki 

oleh Nagari tersebut. 

Dan juga ada wawancara Penulis dengan tokoh masyarakat yang 

bernama Kasmir, orang yang diberikan penghargaan kalpataru oleh Bapak 

Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa “Kurang efektifnya 

pelayanan di kantor Wali Nagari, tidak tepat sasaran dalam pembagian Beras 

Raskin,begitu juga dengan BLT ( bantuan langsung tunai) itu disebabkan 

kurang telitinya Perangkat Nagari dalam mendata siapa yang pantas dan yang 

tidak pantas mendapatkan bantuan tersebut, serta pembangunan yang tidak 

berjalan dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan  Tugas pokok dan fungsi 

Pemerintahan Nagari (Studi di keNagarian Padang Laweh Malalo) “ 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis dapat 

mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pemerintahan Nagari sebagai 

berikut : 

1. Kurang terlaksananya tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari. 

2. Pelayanan dari pemerintahan Nagari yang kurang baik terhadap 

masyarakat. 

3. Adanya jabatan ganda dalam pemerintahan Nagari yaitu anggota BPRN 

4. Sarana dan prasarana kantor yang masih kurang 
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C. Batasan Masalah 

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu dibatasi 

permasalahan yang akan diteliti mengingat adanya keterbatasan waktu, 

tenaga, dan dana. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari  Padang Laweh 

Malalo. Kendala yang dihadapi pemerintahan nagrai dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi pemerintahan Nagari serta kendala-kendala yang ditemui 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari Padang 

Laweh Malalo.  

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan Latar belakang dan batasan masalah diatas Penulis akan 

mengemukakan Rumusan  masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari 

(Studi di keNagarian Padang Laweh Malalo) ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pemerintahan Nagari? 

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pemerintahan Nagari? 

E. Fokus Penelitian  

Berdasarkan dari identifikasi, batasan, dan rumusan masalah diatas 

maka yang menjadi fokus penelitian adalah Pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi pemerintahan Nagari (Studi di KeNagarian Padang Laweh Malalo). 
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F. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah  

yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pemerintahan Nagari (Studi di keNagarian Padang Laweh Malalo). 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi pemerintahan Nagari. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari. 

G. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas maka yang 

menjadi manfaat penelitian ini adalah: 

1. Di sisi teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana dalam  

mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan metodelogis 

Penulis dalam menyusun kajian literatur terutama terkait mata kuliah 

Sistem Pemerintahan Daerah serta dapat digunakan sebagai pedoman dan 

acuan untuk penelitian sejenis pada waktu mendatang. 

2. Di sisi praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan 

informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara 

serius mengamati jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pemerintahan Nagari seperti perangkat Nagari agar lebih baik kedepannya, 

serta memberikan masukan bagi masyarakat Nagari. 


